Menimbang

Mengingat

BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

BUPATI JENEPONTO,

:a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri

:1.

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati
Jeneponto Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan
dan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor
30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009
tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
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32.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun
2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 288);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015
tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1183);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Daeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daeri Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi



Menetapkan

33.

34.

35.

36.

37.

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib
Administrasi = Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
198);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor
246);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298);

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan
Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Jeneponto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g Pasal 5,
sehingga berbunyi sebagai berikut :



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan

Daerah.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan

pilihan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat

untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-

Undangan;
c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi Pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan; dan
d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
Pemberian hibah dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b yaitu meliputi Organisasi :
komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jeneponto;
palang Merah Indonesia Kabupaten Jeneponto;
badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Jeneponto;
pramuka Kabupaten Jeneponto;
majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jeneponto;
komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jeneponto; dan
g. pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea.
Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan hibah
secara terus-menerus setiap tahun.

;o Q0 T

Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6),
Kepala OPD membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada
Bupati melalui TAPD;

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah;
Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Format 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.



(1)
(2)

(3)
(4)

()

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni
ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah;

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai :

pemberi dan penerima hibah;

tujuan pemberian hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

tata cara pelaporan hibah.

Bupati menunjuk kepala perangkat daerah terkait untuk menandatangani
NPHD dalam hal pemberian hibah berupa barang/jasa;

Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD dalam hal pemberian hibah berupa uang;
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

SO a0 o

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI JENEPONTO,
TTd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 10



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN
SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN

PENINJAUAN LAPANGAN
(Nama Lembaga Penerima Bantuan)
TAHUN ANGGARAN

NOMOR ........
Pada hari ini tanggal bulan tahun ( - - ) yang bertanda tangan di bawah ini :
No Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan
1
2

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama OPD terkait) Nomor ... tanggal............
bulan tahun telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan
terhadap :

Nama (Lembaga)

Alamat (Lembaga) : .....ccooeiniiiiiiiin

Dengan hasil sebagai berikut :

Data Administrasi Ada Tidak Ada

nama dan identitas

Alamat

Aktivitas

Kepengurusan

rencana anggaran biaya

saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank

waktu pelaksanaan

mxlom-hww»-ag

bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun
sebelumnya apabila ada

Nomor Pokok Wajib Pajak (aslinya)*

O@

Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah




mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM dan/atau Pembentukan
Organisasi/Lembaga (aslinya)*

11 | Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
setempat (aslinya)

12 | Sertifikat tanah /bukti kepemilikan tanah atau
perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan
(aslinya)*

13 | Izin operasional/tanda daftar bagi
lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang
(aslinya)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:
*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

PIMPINAN PENERIMA BELANJA TIM PENELITI,
HIBAH/BANTUAN SOSIAL BANTUAN
KEUANGAN,
1. NAMAJELAS ttd
Jabatan
2. NAMA JELAS ttd
Jabatan
NAMA JELAS 3. NAMA JELAS ttd
Jabatan
Mengetahui,
KEPALA OPD,
NAMA JELAS

NIP



Nomor
Sifat
Lampiran :

(BENTUK REKOMENDASI)

KOP OPD

Hal : Rekomendasi Pengusulan

Permohonan Hibah/Bantuan

Sosial/Bantuan Keuangan

surat nomor tanggal
penelitian administrasi
direkomendasikan kepada :

Kepada
Yth. Ketua TAPD
Kabupaten Jeneponto

Di,-

Jeneponto

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/Bantuan
Sosial/Bantuan Keuangan yang diajukan kepada Bupati sesuai

dan setelah dilakukan
dan peninjauan lapangan, dengan ini

NO

NAMA
LEMBAGA

NAMA
KETUA

ALAMAT

JUMLAH
USULAN

JUMLAH
DISETUJUI

1.

2.

3.
dst

Untuk dapat diproses

Peraturan Perundang-Undangan.

lebih

lanjut sesuai ketentuan

KEPALA OPD

NAMA JELAS

NIP.



BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tanggal ..., telah

melaksanakan verifikasi/persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai
Politik ... tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC ....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Jeneponto yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun
... sebanyak ... suarasah ... x Rp ... =Rp ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Ketua (ceereeeenen. )
. Sekretaris (ceeereenennn, )
. Anggota (ceereeeenen. )
. Anggota (ceereeeenen. )
. Anggota (ceereeeenen, )
. Anggota (ceereeeenen, )
. Anggota (ceereeeenen. )

NoUAWN -



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ......
TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik ... yang telah diperiksa BPK pada tanggal ... bulan ... Tahun ...

Jumlah | Realisasi

No Jenis Pengeluaran
8 (Rp) (RP)

Keterangan

1 2 3 4 5

Pendidikan Politik

Operasional Sekretariat

1. Administrasi Umum

a. Keperluan ATK

b. Rapat Internal Sekretariat

c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam
rangka mendukung kegiatan
operasional sekretariat

. Langganan Daya dan Jasa

. Telepon dan listrik

. Air minum

. Jasa pos dan giro

. Surat menyurat

. Pemeliharaan data dan arsip

AW 0 |TD N

. Pemeliharaan Peralatan Kantor
Jumlah

Mengetahui :

KETUA UMUM/KETUA BENDAHARA UMUM/BENDAHARA




NOTA PERTIMBANGAN

HASIL PERTEMUAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Kepada Yth.
Dari

Tanggal
Perihal

KABUPATEN JENEPONTO

Bupati Jeneponto

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten

Jeneponto

ISI HASIL PERTEMUAN

I. BELANJA HIBAH

K Alokasi
Od? Badan/Lembaga/Kelompok/Masyarakat ofast
Rekening Penganggaran
5.1.4 BELANJA HIBAH
5.1.4.05 BELANJA HIBAH KEPADA
BADAN/LEMBAGA ORGANISASI SWASTA
5.1.4.05.01 | Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.05.02 | Organisasi Keagamaan
5.1.4.05.03 | Organisasi Profesi
Dst.
5.1.4.06 BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT PERORANGAN
5.1.4.06.01 | Kelompok/Anggota Masyarakat

TOTAL BELANJA HIBAH




II. BELANJA BANSOS

Kode Alokasi
B L Kel k/M k
Rekening adan/Lembaga/Kelompok/Masyarakat Penganggaran
5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.1.5.01 BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA
ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

5.1.5.01.01 | Masyarakat/Perorangan

TOTAL BELANJA BANTUAN SOSIAL

KETUA TAPD

SARAN/PETUNJUK :

BUPATI JENEPONTO,
TTd.

IKSAN ISKANDAR



